TINJAUAN YURIDIS TENTANG TINDAK PIDANA PENCUCIAN  UANG DALAM PASAR MODAL by SUTRISNO SYARIF, TRY
 
 
 SKRIPSI  
 
 
TINJAUAN YURIDIS TENTANG TINDAK PIDANA PENCUCIAN 
UANG DALAM PASAR MODAL 
 
 
  
 
 
OLEH 
TRY SUTRISNO SYARIF 
B 111 10 112 
 
 
 
 
BAGIAN HUKUM PIDANA 
FAKULTAS HUKUM 
UNIVERSITAS HASANUDDIN 
MAKASSAR 
2014 
 
i 
 
HALAMAN JUDUL 
 
TINJAUAN YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG 
DALAM PASAR MODAL 
 
 
 
OLEH 
TRY SUTRISNO SYARIF 
B 111 10 112 
 
SKRIPSI 
 
Diajukan Sebagai Tugas Akhir  Dalam Rangka  
Penyelesaian Studi Sarjana Bagian Hukum Pidana 
 
Pada 
 
 
 
FAKULTAS HUKUM 
UNIVERSITAS HASANUDDIN 
MAKASSAR 
2014 
ii 
 
  
iii 
 
  
iv 
 
  
v 
 
ABSTRAK 
TRY SUTRISNO SYARIF (B111 10112), dengan judul “Tinjauan Yuridis 
Terhadap Tindak Pidana Pencucian Uang Dalam Pasar Modal”. Di bawah 
bimbingan bapak Prof. Dr. Andi Sofyan, S.H., M.H., sebagai Pembimbing I 
dan bapak KaisaruddinKamaruddin, S.H., sebagai Pembimbing II. 
Tujuan dari penelitian ini adalah Untuk mengetahui modus tindak pidana 
pencucian uang dalam pasar modal.Untuk mengetahui pencegahan tindak 
pidana pencucian uang dalam pasar modal. 
 
Penelitian ini dilakukan di Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan 
dan Pengadilan Negeri Makassar dan Jakarta Pusat.Data yang diperoleh 
kemudian dianalisis secara yuridis-normatif untuk memperoleh pemahaman 
yang mendalam mengenai modus tindak pidana pencucian uang dan upaya 
pencegahannya. 
 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa modus tindak pidana pencucian uang 
dalam pasar modal adalah; pertama, perdagangan di pasar saham/modal 
bersifat internasional, hal ini mendasari seseorang bisa membeli saham di 
mana pun; kedua instrument yang diperdagangkan dalam pasar modal 
antara lain seperti saham, reksa dana, yang sifatnya liquid (mudah 
diuangkan,dicairkan, dibeli atau mudah dijual); ketiga, kompetisi pelaku 
dalam pasar modal itu sangat kompetitif, maksudnya pelaku industri dalam 
pasar modal seperti bursa efek, majemeninfestasi (broker), dan infestor yang 
punya banyak uang, sehingga keuntungan lebih diutamakan ketimbang asal-
usul dana investor; keempat,  dalam pembelian produk-produk dalam pasar 
modal antara lain seperti saham, itu biasanya menggunakan nama orang 
lain, memakai nama orang lain, atau menyuruh orang lain menggunakan 
namanya tanpa mesti bertanya-tanya asal usul uangnya. Adapun upaya 
pencegahan yang dilakukan sejauh ini adalah PPATK meminta kepada 
penyedia jasa keuangan agar mereka membuat aturan tertulis mengenai 
mengenali nasabah, dan melakukan/ membuat prosedur atau pedoman, dan 
melaporkan ke PPATK ketika ada transaksi keuangan mencurigakan, serta 
PPATK meminta kepada penyedia jasa keuangan agar membuat unit 
pengawasan kepada nasabahnya. 
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BAB I 
PENDAHULUAN 
 
A. Latar Belakang 
 Kaidah hukum adalah aturan yang dibuat secara resmi oleh penguasa 
Negara, mengikat setiap orang dan berlakunya dapat dipaksakan oleh aparat 
Negara yang berwenang, sehingga berlakunya dapat dipertahankan. Hal ini 
dapat menandakan bahwa sanksi hukum tidak selalu dapat dipaksakan. 
Kaidah hukum tidak mempersoalkan apakah sikap batin seseorang itu baik 
atau buruk. Yang diperhatikan hukum, adalah bagaimana perbuatan lahiriah 
seseorang secara nyata. Jika yang dilanggar menyangkut urusan publik, 
maka pelanggaran tersebut termasuk dalam kategori hukum pidana. 
Hukum Pidana adalah bagian dari keseluruhan hukum yang berlaku di 
suatu Negara, dimana mencakup mengenai perbuatan mana yang boleh dan 
tidak boleh yang disertai ancaman dan sanksi, kapan larangan itu dapat 
dijatuhi, serta bagaimana pengenaan pidana itu dilaksanakan. Bagian lain 
dari Hukum selain dari Hukum Pidana antara lain Hukum Perdata, Hukum 
Tata Negara, Hukum Administrasi Negara, Hukum Agraria, dan banyak 
lainnya. Siapapun yang melanggar larangan dalam hukum pidana disebut 
perbuatan pidana atau delik dikenai sanksi sesuai KUHP dan Undang-
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Undang yang berlaku. Ilmu Hukum Pidana yang berlaku di Indonesia adalah 
Hukum Pidana Positif.  
Seiring perkembangan waktu, diperlukan hukum untuk mengatur dan 
mengawasi kegiatan ekonomi. Pada awalnya berbagai kegiatan ekonomi 
dikenal dalam hukum dagang kemudian menjadi hukum perusahaan. Namun, 
kedua hal ini bersifat keperdataan (privat). Padahal, perkembangan 
perekonomian berkembang secara terus menerus dan tidak hanya mengurus 
kepentingan privat saja, tapi juga urusan publik. Maka, lahirlah hukum 
ekonomi yang mengurus kepentingan baik itu privat maupun publik. 
Relevansi hukum pidana dan hukum ekonomi akan bertemu pada aturan-
aturan mengenai tindak kejahatan perbankan dan keuangan.  
Berbicara keuangan, dikenal suatu pembahasan yang bernama pasar 
modal. Secara teoritis pasar modal (capital market) didefinisikan sebagai 
perdagangan instrument keuangan (sekuritas) jangka panjang, baik dalam 
bentuk modal sendiri (stocks) maupun hutang (bonds), baik yang diterbitkan 
oleh pemerintah (public authorities) maupun oleh perusahaan swasta (private 
sectors).  
Di Indonesia mengenai pasar modal telah diatur sedemikian rupa di 
dalam Undang-undang No. 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal dan 
Peraturan Pelaksanaannya. Pasar modal mempunyai peranan yang sangat 
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penting dan strategis dalam pembangunan ekonomi nasional, karena pasar 
modal merupakan salah satu sumber pembiayaan bagi dunia usaha dan 
wahana investasi bagi masyarakat.  
Pada hakikatnya, pasar modal adalah sarana yang efektif dalam 
menggerakkan dana masyarakat yang untuk selanjutnya dana tersebut 
disalurkan kepada kegiatan-kegiatan yang produktif. Dana masyarakat yang 
masuk ke pasar modal merupakan dana atau investasi jangka panjang. Oleh 
karena itu, upaya pemerintah dalam meningkatkan modal atau menghimpun 
modal dalam perekonomian dapat dilakukan melalu pasar modal, dalam arti 
bahwa masyarakat yang memeliki kelebihan dana (surplus of funds) dapat 
menginvestasikan dananya tersebut melalui pasar modal. Tapi bagaimana 
jika dana tersebut berasal dari tindak pidana pencucian uang? 
Masalah penegakan hukum terhadap tindak pidana pencucian uang 
(TPPU) jelas bukan masalah hukum dan penegakan hukum semata-mata 
melainkan juga merupakan masalah yang berkaitan langsung dan 
berdampak terhadap masalah yang berkaitan keuangan dan perbankan 
nasional termasuk masalah investasi nasional. Penegakan hukum terhadap 
TPPU memiliki efek signifikan terhadap kondisi perekonomian nasional di 
Indonesia yang sampai saat ini sangat labil dan bersifat fluktuatif.  
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Di sisi lain, sarana hukum yang berhubungan dengan masalah 
keuangan dan perbankan serta pasar modal telah diatur dalam peraturan 
perundang-undangan khusus diperkuat oleh ketentuan mengenai sanksi, 
meliputi sanksi administrative, sanksi keperdataan sampai pada sanksi 
pidana,. Peraturan perundang-undangan pidana tersebut termasuk “lex 
specialis systematic”.  
Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2003 tentang Tindak Pidana 
Pencucian Uang (TPPU) telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 
Tahun 2010, dan diantaranya memuat ketentuan baru yaitu, Prinsip 
Mengenal Nasabah adalah prinsip yang diterapkan Penyedia Jasa Keuangan 
di bidang Pasar Modal, untuk mengetahui latar belakang dan identitas 
Nasabah, memantau rekening dan transaksi Nasabah, termasuk melaporkan 
transaksi keuangan yang mencurigakan. Hemat penulis, kiranya penting 
untuk membahas tentang tindak pidana pencucian uang yang dilakukan di 
dalam aktivitas pasar modal. Dari pemaparan  di atas, penulis kemudian ingin 
mengangkat sebuah penelitian berjudul “Tinjauan Yuridis terhadap Tindak 
Pidana Pencucian Uang dalam Pasar Modal“. 
B. Rumusan Masalah 
Berdasarkan latar belakang diatas maka dirumuskanlah beberapa 
masalah berikut : 
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1) Bagaimanakah modus tindak pidana pencucian uang khususnya 
dalam pasar modal? 
2) Bagaimanakah pencegahan tindak pidana pencucian uang khususnya 
dalam pasar modal? 
 
C. Tujuan Penelitian 
Berdasarkan Perumusan masalah di atas, maka menurut penulis 
tujuan penelitian : 
1) Untuk mengetahui modus tindak pidana pencucian uang dalam pasar 
modal. 
2) Untuk mengetahui pencegahan tindak pidana pencucian uang dalam 
pasar modal. 
 
D. Manfaat Penelitian 
1) Sebagai referensi bagi penelitian selanjutnya mengenai Tinjauan 
yuridis terhadap Tindak Pidana Pencucian Uang dalam Pasar Modal  
2) Sebagai referensi dalam diskursus mengenai Tinjauan Yuridis 
terhadap Tindak Pidana Pencucian Uang dalam Pasar Modal  
3) Sebagai sebuah persembahan bagi pengembangan ilmu pengetahuan 
khususnya disiplin ilmu Hukum Pidana. 
6 
 
BAB II 
TINJAUAN PUSTAKA 
A. Konsepsi Ilmu Hukum 
1. Urgensi Ilmu Hukum 
 Masyarakat manapun, untuk dapat menjadi masyarakat manusia yang 
di dalamnya tiap manusia individual dalam kebebasan sejati dapat menjalani 
kehidupan yang bermartabat manusiawi tanpa harus bergantung pada 
kekuatan fisik maupun finansial, membutuhkan ketertiban berkeadilan1. 
Untuk itu masyarakat memunculkan berbagai kaidah hukum yang 
kepatuhannya pada tingkat terakhir tidak sepenuhnya diserahkan pada 
kemauan bebas para warga masyarakat perorangan, melainkan diterapkan 
dan ditegakkan oleh otoritas publik yang kewenangan  dan kehadirannya 
diterima oleh masyarakat sebagai demikian. 
 Dalam masyarakat modern yang semakin majemuk, semakin 
meningkat pula kebutuhan untuk merumuskan kaidah-kaidah hukum yang 
diperlukan itu ke dalam berbagai perangkat aturan hukum tertulis yang 
berlaku umum (perundang-undangan)2. Aturan hukum tertulis ini antara lain 
berfungsi untuk menjamin stabilitas dalam hubungan-hubungan hukum antar-
                                                             
1 Bernard, Arief Shidarta, Ilmu Hukum Indonesia, Genta Publishing, 2013, hal 23. 
2 Ibid, hal 23. 
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warga masyarakat. Karena itu, prediktabilitas dalam implementasinya sangat 
menentukan bagi terjaga dan terpeliharanya stabilitas hubungan-hubungan 
hukum itu.  
Namun, kehidupan bermasyarakat dalam kenyataan riil berfaset 
sangat majemuk sehingga tidak dapat sepenuhnya keseluruhannya 
dituangkan ke dalam jaringan aturan-aturan hukum yang secara konkret 
merumuskan kaidah-kaidah hukum secara cermat-terinci (mendetail). Karena 
itu, perundang-undangan dikonstruksi berlandaskan beberapa contoh tipikal 
berupa model-model perilaku yang relatif masing-masing bersifat umum dan 
abstrak (Roermund).  
Hal ini dengan sendirinya menyebabkan bahwa contoh-contoh tipikal 
atau model-model perilaku itu membiarkan terbuka pertanyaan tentang 
aplikabilitas situasi tipikal atau model perilaku pada situasi individual konkret 
yang bersifat partikularistik dan unik.dengan demikian, contoh-contoh tipikal 
atau model-model perilaku itu pada dasarnya tidak mengkover semua situasi 
individual-konkret dan unik-partikularistik, yang mungkin terjadi di dalam 
masyarakat3.  
Karena itu, pada gilirannya, implementasi aturan-aturan hukum oleh 
pengambil putusan yang otoratif (yang putusannya mengikat, misalnya hakim 
                                                             
3 Ibid, 24. 
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dalam peradilan) menuntuk fleksibilitas. Jadi, di satu pihak, pengambil 
putusan harus mengadaptasi aturan hukum pada situasi-situasi yang wujud 
konkret persisinya tidak mungkin diantisipasi ( dibayangkan ) oleh pembentuk 
hukum pembentuk undang-undang), tetapi, di lain pihak harus tetap 
prediktabel.  
Dalam tegangan antara stabilitas dan flesibilitas itu, maka 
implementasi hukum tidak dapat lain harus selalu mewujudkan kompromi 
antara prediktibilitas dan keadailan (cf. A. Peczenik). Hal ini dapat dilakukan 
dengan metode intreperatasi dan kontruksi yuridik yang tepat dengan selalu 
mengacu pada cita-hukum (Mauwissen). Dalam menentukan pilihan metode 
yang akan digunakan, maka faktor “judgement” (yang melibatkan 
pertimbangan kebijaksanaan atau wisdom) dari pengambil putusan akan ikut 
berperan; demikianlah, pada tahap akhir proses dalam pengambilan putusan, 
maka pengambil putusan misalnya akan terdorong untuk mempertimbangkan 
“policy” dan aspek teleological yang melandasi aturan hukum terkait. 
 Jadi, pada satu sisi, tiap aturan hukum menetapkan model perilaku 
bagi situasi tertentu, dan menautkan akibat (hukum) tertentu yang 
seharusnya terjadi jika dilakukan perilaku yang sesuai atau tidak sesuai 
dengan yang dikhendaki oleh model perilaku itu4. Bila orang dalam situasi 
tertentu itu dan semua pihak yang terkait berperilaku sebagaimana yang 
                                                             
4 Ibid, hal 25. 
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dikehendaki model perilaku itu, artinya mematuhi aturan hukum itu, maka 
ketertiban akan terwujud.  
Pada sisi lain, aturan hukum itu merumuskan tipe konflik yang 
mungkin terjadi dalam masyarakat. Artinya jika ada orang yang dalam situasi 
tertentu itu tidak berperilaku sebagaimana yang dikhendaki model perilaku 
yang dirumuskan dalam aturan hukum, maka terciptalah situasi konflik yang 
menggangu ketertiban yang mengkhendaki tindakan pemulihan berupa 
tindakan mewujudkan akibat yang ditetapkan dalam aturan tersebut.  
Demikianlah, jika ada orang yang bertindak lain ketimbang yang 
dikhendaki model perilaku itu, dan kemudian akibat yang seharusnya terjadi 
diwujudkan oleh pihak yang berkewajibkan untuk mewujudkannya, maka 
ketertiban dipulihkan. Jika yang terakhir inipun tidak terjadi, maka akibat lain 
(yang mungkin ditetapkan/dirumuskan dalam aturan hukum lain yang terkait) 
tertentu seharusnya terjadi5. 
2. Definisi dan Tujuan Hukum 
Pertanyaan-pertanyaan tentang hakikat hukum seperti definisi hukum, 
tujuan hukum, sumber hukum dan mengapa kita harus menaati hukum akan 
terjawab sesuai dengan aliran hukum kita masing-masing. Aliran hukum atau 
biasa juga disebut Mahzab hukum adalah aliran pemikiran dalam 
                                                             
5 Ibid, hal 25. 
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memandang hukum. Jika tidak memakai aturan pendefinisan yang tepat, 
maka definisi hukum bisa melebar, selebar-lebarnya. Dari ketidaksamaan 
definisi itu tentu akan berdampak pada ketidaksamaan tujuan. Dikarenakan 
ketidaksamaan tujuan, tentu berdampak pula pada ketidaksamaan jalan 
dalam menaati hukum.  
Apapun aliran hukumnya atau bagaimanapun cara orang tersebut 
dalam memandang hukum, semuanya sepakat, bahwa hukum harus 
didefinisikan. Cara paling sederhana yang Aristoteles ajarkan dalam 
mendefinisikan sesuatu adalah dengan mencari jenis dan pembedanya. 
Misalnya kita ingin mendefinisikan pena. Jenis pena adalah alat tulis menulis. 
Sekarang, apa pembeda pena dengan alat tulis-menulis lainnya? 
Pembedanya adalah pena memiliki tinta dan digunakan untuk menulis pada 
kertas. Jadi secara sederhana, pena adalah alat tulis yang memiliki tinta dan 
digunakan untuk menulis pada kertas. 
Bagaimana dengan definisi hukum? Jenis dari hukum adalah ilmu. 
Sejenis dengan ekonomi, kedokteran dan lainnya. Tapi apa yang 
membedakan ilmu hukum dengan ilmu-ilmu lainnya? Ilmu hukum spesifik 
membahas tentang aturan-aturan. Maka, definisi paling sederhana dari 
hukum adalah ilmu yang mempelajari tentang aturan-aturan. Semakin 
spesifik kita mencari pembeda hukum dengan ilmu lainnya, maka semakin 
jelas dan terbedakan pula definisi hukum Anda dengan definisi selain hukum. 
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Definisi hukum yang masih terlampau luas ini menjadi jurang pemisah bagi 
beberapa orang untuk menafsirkannya menurut aliran pemikiran mereka 
masing-masing. Aliran hukum yang paling umum dianut yaitu aliran hukum 
alam, positivisme, utilitarianisme dan realisme.  
Hukum alam bermula sejak zaman keemasan yunani6. Sekitar abad ke 
5 sebelum masehi. Atau sama dengan 500 tahun sebelum lahirnya Yesus 
Kristus. Alam yang dimaksud disini bukanlah rimba atau hutan, gunung dan 
semacamnya. Alam yang dimaksud adalah alam akal. Aliran ini hendak 
mengajarkan bahwa hukum terhadap suatu tindakan (pembunuhan) sudah 
lebih dulu ada ketimbang tindakan (pembunuhan) itu sendiri. Benar tidaknya 
suatu tindakan sudah lebih dulu ada di alam akal. Tokoh-tokoh hukum alam 
antara lain; Socrates, Plato, Aristoteles, Cicero, Thomas Aquinas, Jhon 
Locke, Kant, Hegel, Gustav Radbruch. 
Selanjutnya lahirlah paham positivis. Positivisme adalah aliran hukum 
yang beranggapan bahwa hukum adalah kedaulatan atau kekuasaan7. 
Dimana kedaulatan Negara membentuk hukum dan semua rakyat harus 
mematuhi hukum tersebut. Menurutnya; tujuan hukum adalah kepastian. Dan 
kepastian hanya bisa dapatkan melalui teks (Undang-undang). Seperti kata 
salah satu tokohnya, Jhon Austin : “ No Law, No Sovereign. No Sovereign, 
                                                             
6 Achmad, Ali. Menguak Teori Hukum dan Teori Peradilan, Kencana, 2009, hal 49 
7 Ibid, hal 55. 
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No Law (tak ada hukum, tak ada kekuasaan. Tak ada kekuasaan, tak ada 
hukum). „‟ Jadi, antara kekuasaan dan hukum termaktub dalam hubungan 
sama. Auguste Comte dan Herbert Spencer juga penganut aliran positivis. 
Menurut paham ini, hukum adalah Undang-undang. Selain daripada itu, 
bukan hukum yang sebenarnya. 
Bergeser sedikit pada aliran selanjutnya, hadirlah Utilitarianisme. 
Dimana paham ini berpendapat bahwa tujuan hukum adalah kemanfaataan8. 
Kebahagiaan yang sebesar-besarnya untuk sebanyak-banyaknya orang. 
Asal-muasal pemikiran utilis yakni filsuf asal Yunani; Aristippus dan 
Epiccurus. Utilis dikenal pula dengan sebutan hedonis. Falsafah hidup dari 
aliran utilis adalah bagaimana “ meraih kebahagiaan sebesar-besarnya dan 
meminimalisir penderitaan sekecil-kecilnya. Sayangnya, hedonis kini 
mengalami peyorasi makna. Dianggap sebagai paham yang hanya 
memikirkan kesenangan belaka. Kaum utilis berpendapat bahwa hukum yang 
efektif adalah hukum yang bermanfaat. Jhon Stuart Mill dan Jeremy Bentham 
juga terkenal dengan pemikiran-pemikiran utilitariannya. 
Tapi menurut kaum Realis, hukum tidak hanya berbicara tentang 
kepastian undang-undang dan kemanfaatan. Undang-undang yang sifatnya 
kaku dan terbatas itu tidak dapat mengakomodir progresivitas masyarakat. 
Apalagi berbicara tentang kemanfaatan, tentu sangat rentan akan 
                                                             
8 Ibid, hal 76. 
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pragmatisme dan pemanfaatan hukum oleh beberapa oknum tertentu, tak 
terkecuali penguasa. Hukum adalah kekuasaan, bukan milik penguasa.  
Realisme mengangap bahwa hukum baru dapat dikatakan hukum jika hukum 
tersebut hidup di tengah-tengah masyarakat9.  Hukum seharusnya dapat 
mengikuti perkembangan zaman. Ini sangat sejalan dengan konsep living law 
milik salah satu tokoh realisme; Eugen Erlich. 
Ketiga aliran yang disebutkan terakhir inilah yang mewakili tiga tujuan 
hukum yang kita kenal dewasa ini. Kepastian, kemanfaatan dan keadilan. 
Lalu bagaimana jika dalam suatu kasus tiga tujuan ini tidak dapat tercapai 
secara bersamaan? Gustav Radbruch menyarakan skala prioritas baku. 
Utamakan dahulu keadilan, kepastian kemudian kemanfaatan10. 
Menurut Prof Achmad Ali, Hukum adalah seperangkat kaidah yang 
tersusun dalam satu sistem, yang menentukan apa yang boleh dan apa yang 
tidak boleh dilakukan oleh manusia yang jika kaidah tersebut dilanggar akan 
mendapat sanksi11. 
3. Kaidah Hukum  
Didalam kehidupan masyarakat terdapat beberapa macam kaidah 
yang digunakan sebagai pedoman untuk bersikap tindak. Pada umumnya 
                                                             
9 Ibid, hal 90. 
10 Achmad, Ali. Menguak Tabir  hukum. Ghalia Indonesia. 2008. Hal 57. 
11 Ibid, hal 17. 
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kaidah-kaidah itu adalah Kaidah Agama, Kaidah Kesusilaan, Kaidah 
Kesopanan dan Kaidah Hukum
12
. 
 Kaidah hukum adalah aturan yang dibuat secara resmi oleh penguasa 
Negara, mengikat setiap orang dan berlakunya dapat dipaksakan oleh aparat 
Negara yang berwenang, sehingga berlakunya dapat dipertahankan. Menurut 
Van Kan, sifat yang khas dari peraturan hukum ialah sifat memaksa 
mengkhendaki tinjauan yang lebih mendalam. Sebab memaksa bukanlah 
berarti senantiasa dapat dipaksakan. Contohnya, apabila hukum selalu dapat 
dipaksakan tidak mungkin ada orang dipenjara karena mencuri, membunuh, 
dan sebagainya13.  
Hal ini dapat menandakan bahwa sanksi hukum tidak selalu dapat 
dipaksakan. Kaidah hukum tidak mempersoalkan apakah sikap batin 
seseorang itu baik atau buruk. Yang diperhatikan hukum, adalah bagaimana 
perbuatan lahiriah seseorang secara nyata. Namun demikian, kaidah hukum 
tidak hanya membebani seseorang dengan kewajiban semata, melainkan 
memberinya juga seseorang hak. Oleh sebab sanksi hukum datangnya dari 
luar, maka hukum bersifat heteronom. Adapun conto kaidah hukum, 
diantaranya adalah sebagai berikut : 
                                                             
12 Dudu, Duswara Machmudin. Pengantar Ilmu Hukum. Refika Aditama, 2013, Hal 14. 
 
13 Ibid, hal 16. 
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Hukum Perkawinan : 
“Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing 
agamnaya dan kepercayaannya itu.” 
Hukum Pidana : 
“Barang siapa sengaja merampas nyawa orang lain, diancam, karena 
pembunuhan, dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun.” 
Hukum Perdata : 
“Tiap perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian kepada orang 
lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, 
mengganti kerugian tersebut.” 
B. Hukum Pidana 
Hukum Pidana adalah bagian dari keseluruhan hukum yang berlaku di 
suatu Negara, dimana mencakup mengenai perbuatan mana yang boleh dan 
tidak boleh yang disertai ancaman dan sanksi, kapan larangan itu dapat 
dijatuhi, serta bagaimana pengenaan pidana itu dilaksanakan14. Bagian lain 
dari Hukum selain dari Hukum Pidana antara lain Hukum Perdata, Hukum 
Tata Negara, Hukum Administrasi Negara, Hukum Agraria, dan banyak 
lainnya. Siapapun yang melanggar larangan dalam hukum pidana disebut 
                                                             
14 Moeljatno, Asas-Asas Hukum Pidana, Rineka Cipta, 2008, hal 1. 
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perbuatan pidana atau delik dikenai sanksi sesuai KUHP dan Undang-
Undang yang berlaku.  
Ilmu Hukum Pidana yang berlaku di Indonesia adalah Hukum Pidana 
Positif. Dalam penyelidikan melaui tiga fase yaitu interpretasi, konstruksi, dan 
sistematik agar tidak terjadi kesalahan dalam menentukan hukum. Selain 
hukum pidana muncullah kriminologi. Dimana ilmu ini membahas mengenai 
kejahatan. Perbedaan kedua ilmu tersebut yaitu hukum pidana objeknya 
adalah seperangkat aturan sedangkan kriminologi objeknya adalah orang 
yang melakukan kejahatan. Antara hukum pidana dan kriminologi merupakan 
dwitunggal dan berkaitan satu dengan lainnya. 
1. Metodologi Penghukuman 
 Hukum Pidana Indonesia saat ini telah dikodifikasi dan disusun dalam 
satu buku yaitu KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana) dan aturan 
perundang-perudangan. Dalam penerapan hukum pidana umum berlaku juga 
bagi hukum pidana militer dan hukum pidana fiskal. Dalam pidana dikenal 
asas hukum delictum nulla poena sine praevia lege yang dimaksudkan disini 
adalah tidak ada perbuatan yang dilarang dan diancam pidana tanpa 
peraturan terlebih dahulu. Asas ini kemudian dikenal pula dengan sebutan 
asas legalitas. Perubahan-perubahan dalam hukum pidana berlaku bagi 
seseorang yaitu yang mana yang menguntungkannya. Misalnya saja ketika 
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tindak pidana tersebut belum diadili lalu muncullah peraturan baru yang lebih 
memberatkan maka ia dikenakan aturan lama. Namun, apabila tidak ada 
perbedaan berapa lama dikenakan sanksi antara aturan baru dan lama maka 
dikenakan aturan yang baru. 
 Batasan berlakunya perundang-undangan Hukum Pidana adalah 
bahwa baik warga Negara Indonesia maupun warga Negara asing tetap 
dikenakan sanksi pidana apabila masih dalam batasan teritorial di 
Indonesia15. Bagaimana apabila warga Negara di Indonesia melakukan 
pelanggaran di Negara asing? Tentu saja ia bisa dikenakan sanksi pidana di 
Negara tersebut. Namun, apabila tidak ada ketentuan dalam Negara tersebut 
dan bagi Negara Indonesia itu merupakan suatu pelanggaran maka ketika 
warga Negara Indonesia tersebut kembali ke Indonesia dapat dikenakan 
sanksi pidana.  
2. Ruang Lingkup Tindak Pidana 
Unsur-unsur perbuatan pidana dapat terjadi karena faktor diri sendiri 
atau faktor paksaan dari orang lain16. Bagaimana dengan cara merumuskan 
pidana? Perumusannya dapat dilakukan secara formil dan materil. 
Pembagian perbuatan pidana menurut KUHP terbagi atas kejahatan dan 
pelanggaran. Ancaman pidana kejahatan lebih berat dibandingkan dengan 
                                                             
15 Ibid, hal 42. 
16 Ibid, hal 64. 
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pelanggaran. Kejahatan  harus dibuktikan oleh jaksa. Berbeda dengan 
pelanggaran, tidak perlu dengan pembuktian jaksa. Pembagian lainnya dari 
hukum pidana adalah delik dolus dan delik culpa, delik commissionis dan 
delikta commissionis, delik biasa dan delik dikualifikasi, serta delik menerus 
dan tidak menerus. 
 Tindak pidana memiliki makna yang positif dan negatif. Dalam hal 
kelakuan positif, terdakwa berbuat sesuatu. Sementara dalam hal kelakuan 
negative, terdakwa tidak berbuat sesuatu yang mengharuskan ia melakukan 
suatu tindakan. Tentang akibat dan hubungan kausal maksudnya adalah 
misalnya Si A melukai Si B sehingga menyebabkan matinya si B. Kematian si 
B merupakan akibat dari perbuatan si A. Dalam hal ini adanya hubungan 
kausal antara si A dan si B yang menyebabkan kematian. Banyak hal yang 
dapat menyebabkan terjadinya suatu perkara. Salah satunya adalah teori 
condition sine qua non. Maksudnya adalah banyaknya penyebab dari suatu 
tindak pidana. Dalam hal ini setiap orang tentu merasa berbeda-beda dalam 
memandang suatu kasus dan bahkan bisa jadi tidak adil karena menyalahkan 
yang satu atau lainnya. 
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3. Teori Hukum Pidana 
Dalam Hukum Pidana terdapat sejumlah teori17, diantaranya; Teori 
individualisasi; maksudnya adalah kealpaan seseorang itu sendiri sehingga 
menyebabkan adanya korban. Contoh lainnya seperti kita menyalahkan 
seorang suami karena menyiksa istrinya hingga pecah ginjalnya. Hal ini bisa 
diteliti dengan apakah adanya faktor internal atau eksternal akibat siksaan 
suaminya.  
Teori objektif; adalah dimana di luar pengetahuan si pelaku. 
Maksudnya adalah seorang perawat yang menjaga pasien dituduh 
mengakibatkan meninggalnya pasien tersebut. Padahal sebelum pasien 
tersebut meninggal ada yang memberikannya racun dan hal ini menjadi 
pertimbangan kembali. 
Teori relevansi; tidak membedakan antara musabab dan syarat tetapi 
dengan merumuskan delik yang bersangkutan. Maksudnya adalah bukan 
mengenai hubungan kausal tetapi mengenai penafsiran undang-undang. 
Hubungan kausal kelakuan negatif dalam logis adalah apakah akibat yang 
dilarang dapat dikatakan timbul dari adanya tidak berbuat sesuatu atau 
berbuat sesuatu. Maka jika perbuatan sesuatu itu timbul dan ada akibatnya 
disitulah ada hubungan kausal dengan kelakuan negatif. 
                                                             
17 Ibid, hal 107 
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Lebihnya kelakuan yang menjadi musabab dari suatu akibat mungkin 
sekali terjadi. Misalkan seperti ini seorang perwira menaruh senjata api di 
rumahnya di sembarang tempat, lalu ia mempunyai anak, sehingga anak itu 
bermain dengan senjata api tersebut lalu menembak tetangganya hingga 
tewas. Anak tersebut menjadi tanggungan orang tuanya serta akibat dari 
kealpaan orang tuanya. Istilah mengenai akibat langsung adalah hubungan 
antara kausal dan akibat yang merupakan delik dinamakan akibat langsung. 
Dan dalam ini terserah kebijaksanaan hakim untuk menentukannya.  
4. Pertanggungjawaban Pidana 
 Dalam KUHP tidak dikenal mengenai alasan pembenar dan alasan 
pemaaf. Hanya dikenal alasan-alasan yang menghapuskan pidana yang 
termaktub dalam teori hukum pidana18.  Alasan penghapus pidana menurut 
M. v. T adalah alasan yang terdapat dalam batin terdakwa (pasal 44 KUHP) 
dan alasan-alasan di luar (pasal 48-51 KUHP). Dan terdapat pula 
penghapusan pidana khusus. Tentang daya paksa (overmacht) maksudnya 
adalah siapapun yang melakukan tindak pidana karena faktor diluar/dipaksa 
tidak dipidana. Daya paksa merupakan alasan pembenar. 
 Selanjutnya adalah menyangkut pembelaan terpaksa (noodwear). 
Siapapun yang melawan hukum dan melakukan tindak pidana karena 
                                                             
18 Ibid, hal 148. 
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diancam menyangkut kehormatan kesusilaan dan harta bendanya sendiri 
maupun orang lain tidak dipidana. Adapula alas an lain tentang pelaksanaan 
undang-undang perintah jabatan. Contohnya seorang pegawai diminta untuk 
melakukan suatu perbuatan. Maka pegawai tersebut harus mengetahui dulu 
dampak dari apa yang diperintahkan. Apabila yang diperintahkan berujung 
dengan suatu tindak pidana, maka atasannya bisa dimintai 
pertanggungjawaban. 
 Pertanggung jawaban pidana tidak dapat dibebankan misalnya pada 
orang yang kurang waras jiwanya, anak-anak yang perbuatannya 
menimbulkan kerugian pada masyarakat karena ia belum mengetahui, 
ataupun seperti kecelakaan di jalan raya bukan karena kealpaan pengemudi 
ataupun kesengajaan. Pertanggungjawaban pidana hanya dapat dilakukan 
apabila perbuatan pidana tersebut sifatnya melawan hukum, di atas umur 
tertentu dan mampu bertanggung jawab, kesengajaan atau kelapaannya, dan 
tidak adanya alasan pemaaf.  
 Kesengajaan dalam hukum pidana adalah timbulnya dari 
pengetahuan. Seseorang tidak akan melakukan suatu tindak pidana tanpa 
mengetahuinya terlebih dahulu. Maka dalam hal ini sebelum melakukan 
suatu tindak pidana ia harus menggunakan akalnya terlebih dahulu apakah 
ketika ia hendak melakukan sesuatu berdampak pada kerugian terhadap 
orang lain. Suatu kesengajaan atau kealpaan terhadap unsur delik tertentu 
22 
 
yang merupakan delik dolus dan delik culpa dengan ancaman pidana yang 
berbeda-beda dan dalam KUHP bila berlaku berbarengan maka diancam 
dengan pidana yang sama.  
 
C. Hukum Ekonomi  
 Hukum tentu berbeda dengan ekonomi19. Namun, seiring 
perkembangan waktu diperlukan hukum untuk mengatur dan mengawasi 
kegiatan ekonomi. Pada awalnya berbagai kegiatan ekonomi dikenal dalam 
hukum dagang kemudian menjadi hukum perusahaan. Namun, kedua hal ini 
bersifat keperdataan (privat). Padahal, perkembangan perekonomian 
berkembang secara terus menerus dan tidak hanya mengurus kepentingan 
privat saja, tapi juga urusan publik. Maka, lahirlah hukum ekonomi yang 
mengurus kepentingan baik itu privat maupun publik. Hukum ekonomi di 
Indonesia terbagi menjadi hukum ekonomi pembangunan dan hukum 
ekonomi sosial. 
1. Relevansi Hukum dan Ekonomi 
Keterkaitan antara hukum dan ekonomi dalam perspektif teori hukum dan 
ekonomi terbagi dalam berbagai teori yaitu20;  
                                                             
19 Candra, Irawan. Dasar-Dasar Pemikiran Hukum Ekonomi Indonesia. Mandar Maju, hal 1. 
20 Ibid, hal 13. 
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a) Teori Keadilan, bahwa hukum melindungi masyarakat dalam 
kegiatan perekonomian seperti seperti persaingan usaha tidak 
sehat, tidak peduli terhadap lingkungan sosial & lingkungan hidup, 
dsb.  
b) Teori Negara Kesejahteraan, bahwa Negara turut campur ikut 
mengawasi kegiatan perekonomian dan memberi sanksi apabila 
ada praktik monopoli dalam kegiatan perekonomian di masyarakat.  
c) Teori Utilitarianisme, bahwa kemanfaatan hukum adalah 
menyeimbangkan antara kepentingan pribadi dan kepentingan 
umum.  
d) Teori Sociological  Jurisprudence, bahwa hukum merupakan 
cerminan dari masyarakat dan merupakan timbal balik).  
e) Teori Mazhab Sejarah, bahwa hukum tumbuh dan berkembang 
bersama masyarakat.  
f) Teori Hukum Progresif, bahwa keberlakuan hukum didasari oleh 
pertimbangan ekonomi.  
g) Teori Hukum Pembangunan, bahwa kegaitan perekonomian 
menunjang masyarakat.  
h) Teori Corporate Social Responbility, tentang tanggung jawab sosial 
perusahaan. 
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Tujuan hukum ekonomi tidak hanya bersandar pada ekonomi melainkan 
dalam bidang hukum dalam setiap aspek kehidupan. Karakteristik hukum 
ekonomi adalah berdimensi privat dan publik, dinamis, multidispliner, dan 
transnasional. Dari pemaparan di atas, jelaslah bahwa hukum dan ekonomi 
memang sangat relevan sebagai suatu cabang disiplin ilmu tersendiri. 
2. Sistem Ekonomi 
 Sistem perekonomian bertujuan  untuk mengarahkan sistem produksi. 
Apakah untuk individual, masyarakat, ataupun organisasi. Sistem ekonomi 
terbagi menjadi sistem ekonomi kapitalis, sistem ekonomi terencana, sistem 
ekonomi campuran, dan sistem ekonomi islam21.  
a) Sistem ekonomi kapitalis adalah sistem perekonomian dimana 
kegiatan ekonominya diserahkan pada swasta dan pemerintah tidak 
terlalu ikut campur terhadap aktivitas serta pengawasan ekonomi 
dalam masyarakat. Dalam sistem kapitalis yang diutamakan adalah 
kesejahteraan tiap individu.  
b) Sistem ekonomi terencana justru sebaliknya, dimana pemerintah turut 
campur dan bertanggung jawab atas semua kegiatan dan aktivitas 
ekonomi dalam masyarakat. 
                                                             
21 Ibid, hal 35. 
25 
 
c) Sistem ekonomi campuran adalah sistem ekonomi pasar dan sistem 
ekonomi terencana. Sesuai dengan perkembangan zaman saat ini 
semua Negara tidak akan mungkin konsisten hanya menganut satu 
sistem ekonomi saja.  
d) Sistem ekonomi Islam adalah sistem yang tidak hanya mementingkan 
kepentingan individu atau Negara saja. Hal yang paling penting adalah 
tidak adanya kezaliman dalam kegiatan perekonomian di masyarakat. 
Sistem ekonomi Indonesia adalah campuran. 
 
3. Perkembangan Hukum Ekonomi di Indonesia 
 Perkembangan hukum ekonomi di Indonesia pada masa orde lama 
(1945-1966) dipengaruhi oleh kolonial belanda22. Hal ini sangat membatasi 
perkembangan pengusaha pribumi, meningkatnya inflasi, dan ketidakstabilan 
dalam bidang politik. Pada masa orde baru (1966-1998) dimulailah 
peningkatan perekonomian indonesia dari Negara miskin ke Negara 
berkembang. Banyak kesepakatan mengenai pelunasan utang luar negeri. 
Pada masa 1999 (pemulihan krisis ekonomi melalui tangan IMF) Indonesia 
kembali seperti masa orde lama setelah jatuhnya rezim soeharto. 
Perusahaan asing lebih kuat menanamkan modalnya di Indonesia. Banyak 
                                                             
22 Ibid, hal 51. 
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peraturan mengenai perusahaan asing yang bertentangan dengan Konstitusi 
dan Undang-Undang sehingga menyebabkan cacat konstitusional. 
4. Dasar Hukum atas Hukum Ekonomi 
 Landasan atau dasar hukum atas hukum ekonomi di Indonesia adalah 
Pancasila yang juga merupakan landasan filosofis Indonesia23. Maksudnya 
adalah pancasila sebagai dasar dan tujuan setiap peraturan perundang-
undangan dan pastinya mengatur pula mengenai perekonomian. Selain 
Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 
juga dijadikan sebagai dasar hukum. Indonesia memiliki sumber daya alam 
namun tidak bisa dikelola dengan baik lantaran tidak memiliki modal 
sehingga membutuhkan modal dari swasta, serta sumber daya manusia yang 
kurang mendukung. Penguasaan terhadap teknologi pun sangat jauh dan 
tertinggal. Akibatnya,  memperlemah daya saing. 
5. Asas-Asas Hukum Ekonomi di Indonesia 
 Asas-asas hukum ekonomi Indonesia terbagi atas24; 
a) asas keadilan sosial maksudnya adalah warga Negara terlindungi 
kagiatan serta perbuatannnya yang merugikan kepentingan 
ekonominya.  
                                                             
23 Ibid, hal 111. 
24 Ibid, hal 127. 
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b) Asas kemanfaatan hukum maksudnya adalah memberi kemanfaatan 
dan kebahagiaan bagi masyarakat.  
c) Asas kepastian hukum maksudnya adalah setip tindakan dan 
perbuatan dalam penyelenggaraan Negara harus berlandaskan aturan 
hukum positif yang melandasinya.  
d) Asas nasionalisme ekonomi maksudnya adalah mengedepankan 
kepentingan bangsa dan Negara Indonesia diatas kepentingan asing.  
e) Asas demokrasi indonesia maksudnya adalah keterlibatan seluruh 
rakyat dalam proses pembangunan ekonomi nasional.  
f) Asas pemerataan pembangunan ekonomi maksudnya adalah hasil 
pembangunan ekonomi tidak hanya dirasakan oleh warga di daerah 
perkotaan saja melainkan sampai di daerah pelosok.  
g) Asas pembangunan berkelanjutan maksudnya adalah upaya yang 
terencanana untuk memadukan aspek lingkungan hidup, sosial, dan 
ekonomi ke dalam strategi perekonomian.  
h) Asas keterbukaan dan keterbukaan informasi adalah pemerintah 
membuka berbagai informasi terkait dengan program pembangunan 
ekonomi kepada masyarakat luas.  
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D. Pasar Modal 
1. Pengertian Pasar Modal 
Secara teoritis pasar modal (capital market) didefinisikan sebagai 
perdagangan instrument keuangan (sekuritas) jangka panjang, baik dalam 
bentuk modal sendiri (stocks) maupun hutang (bonds), baik yang diterbitkan 
oleh pemerintah (public authorities) maupun oleh perusahaan swasta (private 
sectors)25. Dengan demikian, pasar modal merupakan konsep yang lebih 
sempit dari pasar keuangan (financial market). Dalam financial market, 
diperdagangkan semua bentuk hutang dan modal sendiri, baik dana jangka 
pendek maupun jangka panjang, baik yang bersifat negotiable maupun yang 
nonnegotiable. 
Dalam pengertian yang lebih operasional seperti terutang dalam 
Keppres nomer 60 tahun 1988, pasar modal dipahami sebagai “bursa”, 
sarana yang mempertemukan penawar dan peminta dana jangka panjang 
(lebih dari satu tahun) dalam bentuk efek. Walaupun demikian, 
sesungguhnya terdapat perbedaan antara pasar modal (stock market) dan 
bursa efek (stock exchange).  
                                                             
25 Budi, Untung. Hukum Bisnis Pasar Modal. Andi Offset, 2011, hal 7. 
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Undang-undang nomer 8 tahun 2010 secara lebih operasional 
memberikan definisi mengenai bursa efek (stock exchange), yakni pihak yang 
menyelenggarakan dan menyediakan sistem dan/atau sarana untuk 
mempertemukan penawaran jual dan beli efek kepada pihak-pihak lain 
dengan tujuan memperdagangkan efek diantara mereka. Efek yang 
dimaksud dalam definisi ini adalah surat berharga berupa surat pengakuan 
utang, surat berharga komersial, saham, obligasi, tanda bukti utang, unit 
penyertaan kontrak kolektif, kontrak berjangka atas efek, dan setiap 
derivative dari efek. 
Dari definisi di atas, maka secara umum dapat dijelaskan bahwa pasar 
modal merupakan pasar, baik dalam pengertian yang abstrak maupun dalam 
pengertian yang konkrit. Dalam pengertian abstrak, pasar modal adalah 
perdagangan surat berharga (bonds dan stock)26. 
Aktivitas serupa dengan pasar modal di dunia sudah dimulai pada 
1262m, yaitu ketika pemerintah Venice mengalami kesulitan dalam melunasi 
utang (bad debt) sehingga mereka mengubah utang-utang tersebut ke dalam 
bentuk bonds dan dipasarkan secara bebas. Strategi ini mencatat prestasi 
yang baik sehingga secara perlahan-lahan diikuti oleh pemerintah lainnya. 
Pada 1693m, Raja William III dari Inggris membentuk sebuah lembaga yang 
disebut The English National Debt (Lembaga Utang Nasional Inggris). 
                                                             
26 Ibid, hal 8. 
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Lembaga ini menerbitkan surat-surat berharga mirip obligasi yang 
diperdagangkan akhir-akhir ini
27
.  
Lama-kelamaan, serikat-serikat dagang besar ikut pula menerbitkan 
surat-surat berharga. Pada waktu itu juga sudah lahir agen-agen yang 
bertindak sebagai orang ketiga yang mempertemukan pembeli dan penjual 
surat-surat berharga. Seringkali bisnis mereka dilakukan di sebuah kedai kopi 
bernama Jonathan. Pada 1773, mereka memutuskan untuk menyebut kedai 
kopi itu sebagai “the stock exchange” atau tempat tukar menukar saham. 
Pasar saham pada waktu ini hanya dapat dilakukan oleh orang-orang yang 
bermodal besar (kaya), karena para pialang umumnya membeli dan menjual 
bagi kepentingan mereka sendiri atau wakil (proxy) dari orang-orang yang 
berkedudukan bangsawan, pemilik modal atau kaum berada. Perkembangan 
pasar modal ini kemudian menyebar ke seluruh daratan Eropa dan Amerika 
kemudian menjalar ke seluruh pelosok dunia hingga ke daratan Asia, 
termasuk Indonesia, 
Mengapa pasar modal dijumpai di banyak Negara? Karena pasar 
modal menjalankan dua fungsi sekaligus, yakni sebagai fungsi ekonomi dan 
fungsi keuangan (Husnan, 1993). Dalam menjalankan fungsi ekonomi, pasar 
modal menyediakan fasilitas untuk memindahkan dana dari pihak yang 
memiliki kelebihan dana (lenders) ke pihak yang memerlukan dana 
                                                             
27Ibid, hal 9 
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(borrowers). Dengan menginvestasikan kelebihan dana yang mereka miliki, 
lenders berharap akan memperoleh imbalan dan penyerahan dana 
tersebut28.  
Sedangkan borrowers akan menggunakan dana tersebut untuk 
kepentingan investasi tanpa harus menunggu tersedianya dana dari operasi 
perusahaan. Bagi Negara, mekanisme seperti ini akan mendorong 
peningkatan produksi yang pada gilirannya meningkatkan pendapatan 
perusahaan dan kemakmuran masyarakat banyak.  
Dengan demikian, fungsi pasar modal sesungguhnya tidak berbeda 
dengan perantara (intermediary) keuangan lainnya seperti perbankan dan 
reksadana. Bedanya, kalau perbankan memperdagangkan dana jangka 
pendek, maka pasar modal memperdagangkan khusus dana jangka panjang. 
Dalam menjalankan fungsi keuangan, pasar modal menyediakan dana yang 
diperlukan oleh para borrowers , sementara para lenders menyediakan dana 
tanpa harus terlibat langsung dalam kepemilikan aktiva riil yang diperlukan 
untuk investasi tersebut29. 
2. Dinamika Pasar Modal di Indonesia 
 Di Indonesia mengenai pasar modal telah diatur sedemikian rupa di 
dalam Undang-undang No. 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal dan 
                                                             
28 Ibid, hal 9. 
29 Ibid, hal 10. 
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Peraturan Pelaksanaannya. Pasar modal mempunyai peranan yang sangat 
penting dan strategis dalam pembangunan ekonomi nasional, karena pasar 
modal merupakan salah satu sumber pembiayaan bagi dunia usaha dan 
wahana investasi bagi masyarakat30.  
Pada hakikatnya, pasar modal adalah sarana yang efektif dalam 
menggerakkan dana masyarakat yang untuk selanjutnya dana tersebut 
disalurkan kepada kegiatan-kegiatan yang produktif. Dana masyarakat yang 
masuk ke pasar modal merupakan dana atau investasi jangka panjang. Oleh 
karena itu, upaya pemerintah dalam meningkatkan modal atau menghimpun 
modal dalam perekonomian dapat dilakukan melalu pasar modal, dalam arti 
bahwa masyarakat yang memeliki kelebihan dana (surplus of funds) dapat 
menginvestasikan dananya tersebut melalui pasar modal.  
 Pada umumnya sistem perdagangan di pasar modal dapat dilakukan 
melalui dua cara, yaitu : Sistem Diller (Quote-Driven Market) dan Sistem 
Pialang (Order-Driven Market)31. Dalam sistem diller, bursa efek merupakan 
tempat bertemunya para diller. Diller adalah konsultan investasi bagi investor 
yang berperan sebagai mediator yang melayani investor dalam mengambil 
keputusan menjual atau membeli efek.  
                                                             
30 Abdul, Rasyid Saliman. Hukum Bisnis untuk Perusahaan. Kencana, 2005, hal 240. 
 
31 Ibid, hal 241. 
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Sedangkan dalam sistem pialang, pesanan (order) investor didaftarkan 
pada lantai bursa (trading board). Pialang anadalh wakil atau anggota bursa 
yang setiap saat siap menerima pesanan (order) jual atau beli dari investor. 
Oleh karena itu, bursa akan mengatur pesanan (order) tersebut melalui 
sistem lelang secara terus-menerus. 
 Di Indonesia terdapat Bursa Efek Indonesia. Berkaitan dengan itu 
dapat dikemukakan bahwa perdagangan saham di Bursa Efek Indonesia 
(BEI) menganut sistem pialang (system order-driven). Peserta bursa yang 
akan melakukan transaksi dengan mendaftarkan pesanan (order)-nya melalui 
sistem computer (Jakarta Automated Trading System/JATS). JATS ini 
diluncurkan tahun 1995 oleh Bursa Efek Indonesia. Dengan menggunakan 
JATS ini, penawaran (baik penawaran beli maupun penawaran jual) diolah 
melalui computer untuk menyetarakan (matching) dengan 
mempertimbangkan prioritas harga dan prioritas waktu.  
Proses penyetaraan ini membentuk mekanisme tawar-menawar yang 
dilakukan secara terus-menerus (auction market) selama jam bursa dan 
mekanisme ini merupakan dasar pembentukan pasar regular. Harga saham 
yang dihasilkan dari pasar regular ini merupakan harga regular yang menjadi 
patokan harga saham di Bursa Efek Indonesia yang disebarkan ke seluruh 
dunia. Jumlah saham yang ditransaksikan di pasar regular menggunakan 
satuan standar lot, yaitu satu lot berisi 500 lembar saham (untuk saham yang 
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bukan reksa dana), sedangkan 1 (satu) lot saham reksa dana berisi 100 
lembar saham.  
 Sebagai perkembangan lebih lanjut dari JATS, pada tahun 2001 Burs 
Efek Indonesia menerapkan perdagangan tanpa warkat (scripless trading) 
dengan tujuan meningkatkan likuiditas pasar dan menghindari peristiwa 
saham hilang dan pemalsuan saham serta untuk mempercepat proses 
penyelesaian transaksi. Selanjutnya pada tahun 2002, Bursa Efek Indonesia 
menerapkan perdagangan jarak jauh (remote trading) sebagai upaya 
meningkatkan akses pasar, efisiensi pasar, kecepatan, dan frekuensi 
perdagangan32. 
 Selain di pasar regular sebagaimana telah dikemukakan di atas, suatu 
transaksi efek di bursa dapat pula dilakukan di pasar negosiasi (negotiated 
market). Transaksi efek melalui melalu pasar negosisasi ini dilakukan melalui 
proses negosiasi antara anggota bursa yang ingin membeli dan anggota 
bursa yang ingin menjual.  
Dalam pasar negosiasi terdapat beberapa macam perdagangan, yaitu 
: (a) perdagangan dalam jumlah besar (block trading) untuk jumlah saham 
minimal 200.000 lembar saham; (b) perdagangan di bawah standar lot (add 
lot) untuk jumlah saham kurang dari standar lot (kurang dari 500 lembar 
                                                             
32 Ibid, hal 242. 
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saham); (c) perdagangan tutup sendiri (crossing) untuk transaksi jual beli 
yang dilakukan oleh satu anggota bursa; dan (d) perdagangan saham 
investor asing untuk saham yang porsi kepemilikan asingnya telah mencapai 
49% dari jumlah saham tercatat (foreign board). 
 Pergerakan harga saham di Bursa Efek Indonesia dari waktu ke waktu 
dapat diketahui melalui indeks harga saham. Bursa Efek Indonesia memiliki 
empat macam indeks harga saham, yaitu: 
a) Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) adalah indeks harga saham 
yang tercatat di bursa sebagai komponen penghitungan indeks. 
b) Indeks Sektoral (JASICA) merupakan indeks harga saham yang 
ditentukan berdasarkan harga saham dalam kelompok masing-masing 
sector. Saham yang tercata di Bursa Efek Indonesia dibagi dalam 10 
sektor menurut klasifikasi indsutri, yaitu: pertanian, pertambangan, 
industry pasar, aneka industry, konsumsi, property, infrastruktur, 
keuangan, perdagangan, dan manufaktur. 
c) Indeks LQ45 aalah indeks harga saham yang ditentukan dengan 
menggunakan 45 saham yang paling likuid. Saham yang termasuk 
dalam daftar yang paling likuid dievaluasi setiap enam bulan. Adapun 
saham yang dikelompokkan sebagai saham yang paling likuid dibagi 
dalam dua criteria, yaitu: (1) saham yang dalam enam bulan terakhir 
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memiliki frekuensi paling tinggi, dan (2) saham yang mempunyai nilai 
kapitalisasi pasar paling tinggi. 
d) Indeks Individual adalah indeks harga masing-masing saham terhadap 
harga dasarnya. Harga dasar saham individual adalah harga saham 
tersebut saat pertama kali dijual oleh perusahaan penerbit di pasar 
perdana33. 
 
3. Jenis Pasar Modal 
 Dalam menjalankan kegiatannya, pasar modal dibagi dalam tiga 
macam, yaitu34: 
a) Pasar Perdana, yaitu penjualan perdana efek atau penjualan efek oleh 
perusahaan yang menerbitkan efek sebelum efek tersebut dijual 
melalui bursa efek. Pada pasar perdana, efek dijual dengan harga 
emisi,  sehingga perusahaan yang menerbitkan emisi hanya 
memperoleh dana dari penjualan tersebut. Menurut Surat Keputusan 
Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 859/KMK. 01/1987 tentang 
Emisi Efek Melalui Bursa bahwa yang dimaksud dengan emisi adalah 
suatu kegiatan menerbitkan efek untuk ditawarkan kepada 
masyarakat. 
                                                             
33 Ibid, 243. 
34 Ibid, hal 239. 
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b) Pasar Sekunder, adalah penjualan efek setelah penjualan pada pasar 
perdana berakhir. Pada pasar sekunder ini harga efek ditentukan 
berdasarkan kurs efek tersebut. Naik turunnya kurs suatu efek 
ditentukan oleh daya tarik-menarik antara permintaan dan penawaran 
efek tersebut. Bagi efek yang dapat memenuhi syarat mendaftar 
(listing) dapat menjual efeknya di dalam bursa efek, sedangkan bagi 
efek yang tidak memenuhi syarat listing dapat menjual efeknya di luar 
bursa efek, misalnya bursa pararel (over the counter). 
c) Bursa pararel, adalah pelengkap dari bursa efek yang ada. Bagi 
perusahaan penerbit efek (emitem) dapat menjual efeknya melalui 
bursa. Tidak semua efek yang diterbitkan oleh perusahaan yang 
menjual sahamnya kepada masyarakat (go public) dapat menjual 
sahamnya di bursa efek. Ini disebabkan persyaratan untuk mendaftar 
di bursa efek cukup berat dan sangat ketat. Bursa pararel merupakan 
perusahaan alternative bagi perusahaan yang go public 
memperjualbelikan efeknya, apabila ia dapat memenuhi persyaratan 
yang ditentukan oleh bursa efek. Pada umumnya, efek yang 
didaftarkan di bursa pararel diterbitkan oleh perusahaan-perusahaan 
dengan modal relative kecil. Perusahaan-perusahaan ini perlu 
tambahan dana untuk membiayai investasi perusahaan, namun 
38 
 
mereka tidak mampu memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh 
bursa efek
35
. 
E. Tindak Pidana Pencucian Uang  
Masalah pencucian uang sebagai jenis tindak pidana baru dalam 
referensi hukum pidana dan hukum keuangan serta hukum perbankan, cukup 
menarik perhatian masyarakat nasional termasuk mereka yang terlibat dalam 
aktivitas perbankan dan pasar modal. Pembangunan ekonomi nasional akan 
terhenti ketika iklim investasi dalam negeri menurun drastis dan ketentuan 
mengenai rahasia bank tidak lagi diperketat, terutama bagi pelau-pelaku 
bisnis dan pasar modal. Yang pasti dikehendaki oleh pelaku bisnis dan pasar 
modal adalah kepastian hukum, kenyamanan dan perlindungan hukum dalam 
berusaha, serta menghindar sejauh mungkin dari keterlibatan dalam perkara 
pidana sekecil apapun kesalahannya. Hal yang terakhir sejak dulu kalangan 
ini sangat sensitive dan terkadang menjadi phobia terhadap “campur tangan” 
dan “intervensi” Negara dalam bentuk apapun dan untuk tujuan sebaik 
apapun. 
1. Dasar Hukum Tindak Pidana Pencucian Uang 
Masalah penegakan hukum terhadap tindak pidana pencucian uang 
(TPPU) jelas bukan masalah hukum dan penegakan hukum semata-mata 
                                                             
35 Ibid, hal 240. 
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melainkan juga merupakan masalah yang berkaitan langsung dan 
berdampak terhadap masalah yang berkaitan keuangan dan perbankan 
nasional termasuk masalah investasi nasional36. Penegakan hukum terhadap 
TPPU memiliki efek signifikan terhadap kondisi perekonomian nasional di 
Indonesia yang sampai saat ini sangat labil dan bersifat fluktuatif.  
Di sisi lain, sarana hukum yang berhubungan dengan masalah 
keuangan dan perbankan serta pasar modal telah diatur dalam peraturan 
perundang-undangan khusus diperkuat oleh ketentuan mengenai sanksi, 
meliputi sanksi administrative, sanksi keperdataan sampai pada sanksi 
pidana,. Peraturan perundang-undangan pidana tersebut termasuk “lex 
specialis systematic”.  
Berdasarkan hal tersebut Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 
tentang Tindak Pidana Pencucian Uang sebagaimana telah diubah dengan 
Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2003 perlu disesuaikan dengan 
perkembangan kebutuhan penegakan hukum, praktik, dan standar 
internasional sehingga telah diganti dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 
2010. 
 Kelemahan Penegakan Hukum Tindak Pidana Pencucian Uang 
                                                             
36 Romli, Atmasasmita. Kapita Selekta Kejahatan Bisnis dan Hukum Pidana. Fikahati Aneska, . 2013, 
hal 66. 
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 Keberhasilan PPATK sejak didirikannya pada Tahun 2003 memang 
belum cukup menyakinkan terutama dari kacamata internasional di mana 
data statistik perkara TPPU sampai Tahun 2010 hanya mencapai 30  (tiga 
puluh) perkara yang dijatuhi putusan pengadilan37. PPATK mengemukakan 
bahwa ada 7 (tujuh) kelemahan dalam penegakan hukum terhadap tindak 
pidana pencucian uang, yaitu sebagai berikut38: 
a) Kriminilalisasi perbuatan pencucian uang yang multi interpretative, 
banyaknya unsure yang harus dipenuhi atau dibuktikan sehingga 
menyulitkan dalam hal pembuktian. 
b) Kurang sistematis dan tidak jelasnya klasifikasi perbuatan yang 
perbuatan yang dapat dijatuhi sanksi berikut bentuk-bentuk sanksinya; 
c) masih terbatasnya pihak pelapor (reporting parties) yang harus 
menyampaikan laporan kepada PPATK termasuk jenis laporannya; 
d) Tidak adanya landasan hukum mengenai perlunya penerapan prinsip 
mengenali penggunaan jasa (costumer due diligence) oleh pihak 
pelapor; yang ada hanya “know your costumer (KYC)”. 
e) Terbatasnya instrument formal untuk melakukan deteksi dan 
penafsiran serta penyitaan asset hasil kejahatan; dan 
f) Terbatasnya kewenangan PPATK 
                                                             
37 Ibid, hal 67. 
38 Ibid, hal 67. 
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Tujuh kelemahan di atas membuktikan bahwa PPATK menyadari 
sepenuhnya masih terdapat celah hukum (loopholes) yang menghambat 
implementasi Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 yang telah diubanh 
dengan Undang-undang Nomor 8 Tahun 2010 Tindak Pidana Pencucian 
Uang. Diantara ke-tujuh kelemahan tersebut, maka dua kelemahan dari sisi 
perundangan-undangan (legilasi), satu mengenai landasan ketentuan dalam 
penyelidikan dan penyidikan pencucian uang ( d dan e) serta dua kelemahan 
bersifat teknis (c dan f)39.Pembahasan mengenai politik hukum mengenai 
tindak pidana pencucian berkaitan dengan kelemahan dari sisi perundang-
undangan. 
2. Perkembangan Tindak Pidana Pencucian Uang 
Sebelum membahas kriminalisasi perlu diketahui latar belakang 
historis, filosofis dan tujuan atau misi pencegahan dan pemberantasan 
pencucian uang. Prinsipnya “uang halal” adalah jauh lebih baik dari “uang 
haram”. “Uang halal atau uang bersih” (untainted money) dapat 
diinvestasikan tanpa ada kekhawatiran akan penuntutan. Sedangkan “uang 
haram atau uang kotor” (dirty money) bersifat tidak produktif karena jarang 
digunakan, bahkan tidak jelas penggunaannya, dan resiko kemungkinan 
                                                             
39 Ibid, hal 68. 
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bayang-bayang penuntutan dan penghukuman bukan sesuatu hal yang 
mustahil
40
.  
Persoalan historis yang selalu mengganggu dan ganjalan dalam masalah 
pencucian uang adalah begaimana mencegah dan kemudian bagaimana 
membuktikannya di muka sidang pengadilan. Semakin sulit dan tertunda-
tunda persoalan penyelesaian yang efisien dan efektif maka semakin besar 
dan signifikan akibat yang ditimbulkan oleh pencucian uang terutama 
terhadap sistem keuangan dan perbankan, terutama ancaman terhadap 
stabilitas ekonomi dan keuangan internasional di seluruh Negara. 
 IMF telah menyatakan bahwa pencucian uang di dunia telah mencapai 
antara 3 (tiga) sampai dengan 4 (empat) proses dari GDP dunia. Angka 
Statistik Tahun 1996 (bayangkan empat tahun yang lalu.pen), presentasi 
tersebut menunjukkan nilai sebesar, antara $ 590 dan $ 1.5% tilyun. Angka 
terendah ini setara dengan devisa ekonomi Spanyol. Financial Action Task 
Force (FATF) menegaskan bahwa pencucian uang telah mencapai angka 
$500 miliar per tahun merupakan angka yang layak dipercaya. Di Inggris 
diperkirakan angka pencucian uang mencapai 7 sampai 13 prosen dari GDP  
Inggris. Angka-angka tersebut diperoleh dari tindak pidana narkotika dan 
perpajakan di seluruh Negara di dunia41. 
                                                             
40 Ibid, hal 69. 
41 Ibid, hal 69. 
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 Akibat yang ditimbulkan dari angka-angka fantastis dari hasil 
pencucian uang di seluruh dunia yaitu “uang haram” (dirty money) tersebut 
dapat ditransformasikan menjadi “uang halal” yang diperuntukkan untuk 
aktivitas produksi, aset atau bentuk pelayanan publik lainnya di dalam satu 
ruang aktivitas di sektor ekonomi nasional Negara-negara di seluruh dunia 
termasuk di Indonesia42. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                             
42 Ibid, hal 70. 
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BAB III 
METODE PENELITIAN 
 
A. Lokasi Penelitian 
Berdasarkan judul yang dipilih, penulis mengadakan penelitian pada 
Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan dan pada Pengadilan 
Negeri Makassar. Alasan memilih lokasi tersebut karena sumber data yang 
berkaitan dengan judul hanya dapat diperoleh dari kedua lembaga tersebut. 
 
B. Populasi dan Sampel 
1. Populasi 
 Dalam penelitian ini yang menjadi populasi adalah pejabat pada Pusat 
Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan dan pada Pengadilan Negeri 
Makassar dan Jakarta Pusat 
2. Sampel 
 Penarikan sample dalam penelitian ini dilakukan dengan teknik 
sampling purposing, yaitu teknik penentuan sampel dengan pertimbangan 
tertentu. Pengambilan unsur sampel atas dasar tujuan tertentu sehingga 
memenuhi keinginan dan kepentingan peneliti. 
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C. Jenis dan Sumber Data 
Adapun jenis dan sumber data yang dibutuhkan dalam penelitian ini 
adalah sebagai berikut : 
1. Data Primer yaitu data yang diperoleh melalui wawancara yang 
dilakukan langsung dengan responden yang dapat mewakili beberapa 
sumber dalam hal ini adalah pejabat pada Pusat Pelaporan dan 
Analisis Transaksi Keuangan dan pada Pengadilan Negeri Makassar 
2. Data sekunder yaitu merupakan data yang diperoleh melalui studi 
kepustakaan atau dari berbagai literatur dengan menelaah buku-buku 
dan tulisan-tulisan atau internet, jurnal hukum, serta peraturan 
perundang-undangan yang relavan dengan permasalahan yang diteliti. 
D. Teknik Pengumpulan Data 
Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah  
1. Penelitian kepustakaan (library research) 
Penelitian kepustakaan adalah pengumpulan data dan informasi yang 
relavan melalui membaca dan menelaah buku, majalah, artikel, jurnal, 
tulisan-tulisan dan perundang-undangan yang berkaitan dengan 
masalah yang diangkat dalam penelitian ini. Serta mengakses website 
dan situs-situs yang menyediakan informasi yang berkaitan dengan 
masalah dalam penelitian ini. 
2. Penelitian lapangan (Field Research). 
46 
 
E. Analisis Data 
Untuk menganalisis tinjauan hukum tindak pidana pencucian uang 
dalam pasar modal, maka data yang diperoleh kemudian dikumpulkan 
dengan baik secara primer dan sekunder, dan analisis secara kualitatif, 
selanjutnya disajikan secara deskriptif yaitu dengan menjelaskan, 
menguraikan dan mengambarkan permasalahan serta penyelesaiannya 
yang berhubungan erat dengan pembahasan penulis. 
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BAB IV 
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 
A. Modus Pencucian Uang Di Pasar Modal 
Segenap tindak pidana di pasar modal berkaitan dengan pencucian 
uang. Pengertian tindak pidana pencucian uang di pasar modal mengandung 
makna bahwa, pencucian uang dapat dilakukan atas harta kekayaan yang 
berasal dari hasil tindak pidana pasar modal yang merupakan tindak pidana 
asal berdasarkan ketentuan Pasal 2 UU TPPU. Selain itu, tindak pidana 
asalnya dapat pula berupa tindak pidana lainnya di luar tindak pidana pasar 
modal, sehingga dengan demikian, diperoleh pemahaman bahwa pencucian 
uang di pasar modal dapat bermakna: 
(1) Pencucian uang di pasar modal atas hasil tindak Pidana pasar modal; 
atau 
(2) Pencucian uang di pasar modal atas tindak pidana lainnya seperti 
korupsi, pembalakan liar, penipuan, bisnis narkoba, dan lain-lain. 
Jika mengacu pada UU TPPU Pasal 2 ayat 1 yaitu semua harta 
kekayaan yang berasal dari tindak pidana korupsi, penyuapan, 
penyelundupan barang, penyelundupan tenaga kerja, penyelundupan 
imigran, di bidang perbankan, di bidang asuransi, narkotika, psikotropika, 
perdagangan manusia, perdagangan senjata gelap, penculikan, terorisme, 
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pencurian, penggelapan, penipuan, pemalsuan uang, perjudian prostitusi, di 
bidang perpajakan, dibidang kehutanan, di bidang lingkungan hidup, dibidang 
kelautan dan tindak pidana lainnya dapat dicuci di pasar modal.  
Pasar modal memang dianggap tempat potensial untuk terjadinya 
pencucian uang sepertia yang dinyatakan oleh Financial Action Task Force 
(FATF) bahwa sektor pasar modal pada skala global ditandai dengan 
keragaman, kemudahan perdagangan yang dapat dilakukan melalui 
perdagangan elektronik, misalnya, dan kemampuan untuk bertransaksi di 
pasar tanpa mempedulikan batas negara. Karakteristik ini membuat pasar 
modal menarik bagi investor biasa yang mencari pendapatan yang bagus. 
Karakteristik yang sama, bersamaan dengan volume transaksi di banyak 
pasar, juga membuat pasar modal secara potensial mengundang terjadinya 
pencucian dana yang berasal dari sumber-sumber kejahatan. 
Beberapa hal yang menunjukkan mengapa pencucian uang dapat 
terjadi di pasar modal adalah sebagai berikut: 
(1) Kasus tertentu muncul untuk menunjukkan bahwa pembelian efek 
dengan uang tunai hasil kejahatan tidak dapat sepenuhnya digusur, 
sekalipun ketentuan hukum membatasi atau melarang menerima uang 
tunai untuk transaksi yang demikian. Pembelian tunai, sekalipun sudah 
diatur, tidak dapat mencegah sepenuhnya pencucian uang di pasar 
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modal dalam tahap placement. Pelaku pencucian uang dapat 
bertransaksi secara tunai dalam jumlah yang diperbolehkan tanpa 
harus membuat laporan kepada Financial Intellegence Unit. 
Kemungkinan  lainnya, pelaku pencucian uang memerintah sejumlah 
orang untuk bertransaksi di pasar modal secara tunai, sehingga tidak 
mudah dipastikan bahwa semua orang-orang itu sebenarnya 
mendapat perintah satu orang atau pihak yang sama. 
(2) Karena industri bergantung pada komisi untuk para pelaksana, para 
professional, apakah pialang atau karyawan dari perusahaan pialang 
mungkin digoda untuk mengabaikan ketentuan atau regulasi dalam 
rangka untuk meyakinkan bahwa kegiatan tentu atau klien tidak pergi 
ke pesaing. Persaingan yang begitu ketat di antara para pialang pasar 
modal mendorong terjadi toleransi yang lebih mementingkan untuk 
mendapatkan investor. 
(3) Dalam beberapa pasar modal, prosedur due diligence terhadap 
nasabah atau sumber dana mereka tidak selalu dilakukan secara 
konsisten atau tidak dilakukan melampaui langkah terakhir transaksi. 
Beberapa professional berasumsi bahwa due diligence telah dilakukan 
oleh pihak lain (bank misalnya), oleh karena itu mereka tidak mungkin 
harus diwaspadai. Transaksi pasar modal yang melibatkan berbagai 
pihak seperti bank, perusahaan efek, kustodian dan lain sebagainya 
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menyebabkan pialang pasar modal tidak merasa harus melakukan 
prosedur due diligence terhadap calon investor.  
(4) Sifat internasional industri pasar modal berarti bahwa pelaku 
pencucian uang dapat memanfaatkannya menggunakan yurisdiksi 
beragam untuk memperumit dan mengaburkan berbagai komponen 
dari skema pencucian uang. Sekali lagi, ketika berbagai yurisdiksi 
diperguanakan, professional pasar modal berasumsi bahwa prosedur 
due diligence yang memadai terhadap nasabah tertentu telah 
dilakukan oleh yurisdiksi lain. Para pakar menekankan pentingnya 
kerja sama internasional dalam mendapatkan catatan untuk 
memerangi pencucian uang dan kejahatan asalnya. Transaksi pasar 
modal yang bersifat lintas negara (lintas yurisdiksi) mengakibatkan 
perlunya koordinasi mengenai pelaksanaan prosedur due diligence 
terhadap investor. Bila koordinasi mengenai pelaksanaan prosedur 
due diligence terhadap investor. Bila koordinasi itu tidak ada, maka 
akan sulit menentukan yurisdiksi mana yang harus melakukan 
prosedur due diligence. Hal ini menjadi celah atau kelemahan yang 
dapat dimanfaatkan atau dieksploitasi oleh pelaku pencucian uang. 
Adapun sejumlah modus yang dilakukan untuk melakukan pencucian 
uang di pasar modal menurut hasil wawancara eksklusif penulis di Pusat 
Pelaporan dan Analisis Transaksi (PPATK) antara lain: 
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(1) Pialang Pasar Modal Menerima Dana Kejahatan Secara Tunai 
Pelaku pencucian uang menyetor setoran tunai berulang kali kepada 
pialang untuk ditempatkan di pasar modal dan ditarik melaui uang 
giral. Seorang pialang pasar modal di negara tertentu misalnya, secara 
berkelanjutan menerima deposit tunai dari seorang klien dalam 
rentang US$ 7.000 (tujuh ribu dollar Amerika Serikat) sampai US$ 
18.000 (delapan belas ribu dollar Amerika Serikat) dana itu 
ditempatkan di dana saudara perempuan klien di pasar uang dan 
ditarik melalui penerbitan cek. Setelah pialang ditahan dengan 
tuduhan penipuan, identitas klien diketahui untuk penegakan hukum. 
Ketika polisi melakukan pengecekan latar belakang klien, diketahui 
bahwa klien dari pialang pasar modal ternyata pengedar obat bius. 
(2) Uang Tunai Hasil Kejahatan Ditempatkan Di Sistem Keuangan Melalui 
Perdagangan Margin 
Kasus ini melibatkan pencurian sekitar Rp. 18.350.000.000,-- (delapan 
belas milyar tiga ratus lima puluh juta rupiah) dari sebuah bank lebih 
dari sepuluh tahun lamanya. Uang tersebut dikirim ke negara lain dan 
dicuci melalui perusahaan dan rekening yang serius (berhubungan 
dengan 60 perusahaan dan 127 rekening bank). Banyak uang 
diinvestasikan di property dan pasar modal di negara tersebut dan 
dipergunakan oleh empat pencuri untuk apapun yang mereka 
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inginkan. Pada suatu saat, salah satu pencuri tersebut dilaporkan 
sebagai investor terbesar margin saham  di pasar negara tersebut. 
Terjadi turnover yang besar pada saham melalui beberapa 
perusahaan dari negara tersebut, sekaligus dividen dari saham yang 
dipegang untuk jangka panjang. Transaksi yang sebenarnya hanya 
datang seperti cahaya, karena jelas bahwa mayoritas dana berasal 
dari pencurian di negara awal yang terjadi pada tahun belakangan 
ketika kejatuhan ekonomi regional mempengaruhi pasar property dan 
pasar modal lokal. Ini disebabkan oleh kepentingan bahwa tidak ada 
keterbukaan yang dilakukan oleh pialang saham mengenai transaksi-
transaksi dari perusahaan ini. 
(3) Uang Hasil Penipuan Diinvestasi Di Pasar Modal 
Sebuah perusahaan pialang membuka beberapa rekening untuk 
sebuah kelompok yang terdiri dari 12 orang, termasuk sebuah 
rekening non-residen yang dipergunakan untuk mencatat perpindahan 
yang sangat besar terarah ke arus yang mencurigakan, yang jumlah 
total lebih dari Rp. 24.000.000.000,-- (dua puluh empat milyar rupiah). 
Pelaku pencucian uang menggunakan mekanisme yang bertahapan. 
Pertama rekening dari beberapa pihak yang terlibat dikreditkan dalam 
jumlah besar yang diterima dari perusahaan negara tertentu yang 
diinvestasikan pada saham-saham perusahaan di negara sendiri. 
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Kedua rekening pribadi-pribadi dikreditkan dengan jumlah tertentu 
yang ditransfer ke rekening non residen (rekening pertama yang 
digunakan sebagai tameng). Mekanisme beli/jual efek ini 
dipergunakan untuk menyaring arus melalui pialang dan lembaga 
kliring dan custodian. Sekali disaring, dana dikirim ke lokasi di wilayah 
tertentu dan pusat keuangan lepas pantai (offshore financial centres). 
Informasi ini memperlihatkan bahwa pialang yang terkooptasi diperalat 
untuk mencuci hasil dari berbagai bentuk penipuan. Manager 
perusahaan pialang bertindak sebagai penyambung untuk organisasi 
kejahatan. 
(4) Seorang penyelundup narkoba bernama tuan D, penduduk negara A 
memperoleh mayoritas saham yang dapat diperdagangkan dari PT 
ABC Tbk dengan kantor pusat di negara A. PT ABC Tbk adalah 
saham spekulatif yang diperdagangkan di pasar luar bursa di negara 
B. Tuan D menjual narkoba kepada pembeli bernama tuan M. Ia tidak 
menerima uang, sebaliknya ia memerintahkan tuan M untuk membeli 
saham PT ABC Tbk melalui pasar modal. Tuan M membuka rekening 
di suatu yurisdiksi non-kooperatif dan memerintah agen untuk membeli 
saham PT ABC Tbk. Agen tersebut mengontak pialangnya di negara B 
dan memerintahkan pialangnya di negara A untuk menjual saham. 
Sebab saham sangat kecil diperdagangkan di mana tidak ada tawaran 
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yang berkompetisi untuk efek tersebut. Transaksi berjalan melalui 
perusahaan kliring dengan hasil akhir tuan D menerima uang dan tuan 
M menerima narkoba dan saham. Biaya komisi untuk agen dan 
pialang hanya beberapa juta saja. Transaksi ini diulang berkali-kali 
melalui beberapa negara dan pialang. Hal itu menambah keuntungan 
tersedianya likuiditas di pasar dan masyarakat diarahkan untuk 
percata bahwa itu merupakan bunga nyata dalam efek. Masyarakat 
kemudian tergerak dalam perdagangan dan dengan kesadaran yang 
meninggi nilai saham meningkat. Ini berarti bahwa tuan D dan saham 
taun A kini berharga lebih dan mereka dapat menikmati keuntungan 
tambahan. Tuan D mampu melegitimasi sumber-sumber dana sebagai 
keuntungan pasar. 
Ada beberapa poin yg perlu digaris bawahi kenapa seseorang itu 
melakukan tindak pidana pencucian uang dalam pasar modal. Pertama 
adalah perdagangan di pasar saham/modal itu sifatnya internasional, itu 
mendasari seseorang bisa membeli saham di mana pun (artinya seseorang 
bisa melakukan, membeli saham di mana saja). Ada kemungkinan jika 
koruptor yang dari Indonesia bisa membeli saham di negara yang sistem 
keuangannya lemah dan sebaliknya. Kedua instrument yg diperdagangkan 
dalam pasar modal antara lain seperti saham, reksa dana, yg sifatnya liquid 
(mudah diuangkan,dicairkan, dibeli atau mudah dijual). Ketiga, kompetisi 
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pelaku dalam pasar modal itu sangat kompetitif, maksudnya pelaku industri 
dalam pasar modal seperti bursa efek, majemen infestasi (broker), dan 
infestor yang punya banyak uang, dikatakan sangat kompetitif contonya 
ketika ada seorang agen sebagai perusahaan efek ingin membeli efek itu 
sendiri tanpa memperhatikan keabsahan/legalitas uang dari investor, yang 
terpenting ialah keuntungan dari membeli saham lebih diutamakan sebelum 
dibeli oleh infestor lain, itulah yang mendorong orang untuk melakukan tindak 
pidana pencucian uang tanpa ada yang memperhatikan dari mana asal-usul 
uang tersebut. Keempat,  dalam pembelian produk-produk dalam pasar 
modal antara lain seperti saham, itu biasanya menggunakan nama orang 
lain, memakai nama orang lain, atau menyuruh orang lain menggunakan 
namanya tanpa mesti bertanya-tanya asal usul uangnya. 
Pelaku tindak pidana pencucian uang yang bermain dalam pasar 
modal biasanya tidaklah mencari keuntungan dari pasar modal tersebut 
melainkan tujuannya iyalah untuk menyamarkan/menyembunyikan asal-usul 
uangnya. Sehingga ketika penegak hukum/orang pajak menanyakan dari 
mana hasil uangnya pelaku tersebut bisa berdalih uangnya hasil dari 
permainan saham. Dan ketika penegak hukum tidak percaya, pelaku 
mengelak dengan menjawab silahkan bertanya kepada managemen 
investasi, akan tetapi polisi tidak dapat menerima informasi tersebut dari 
managemen investasi sebab tidak ada kasus yang sedang diperiksa. 
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B. Upaya Pencegahan Tindak Pidana Pencucian Uang Di Pasar 
Modal 
Berbagai upaya pencegahan telah dilakukan secara kolektif, baik oleh 
Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi (PPATK) maupun Badan Pengawas 
Pasar Modal. PPATK mempunyai kewenangan untuk  membuat ketentuan 
prinsip mengenali pengguna jasa, tujuannya agar seluruh penyedia jasa 
keuangan/ pihak pelapor bisa mengenali siapa nasabah yang menggunakan 
jasa mereka. PPATK meminta kepada penyedia jasa keuangan agar mereka 
membuat aturan tertulis mengenai mengenali nasabah, dan melakukan/ 
membuat prosedur atau pedoman, dan melaporkan ke PPATK ketika ada 
transaksi keuangan mencurigakan, serta PPATK meminta kepada penyedia 
jasa keuangan agar membuat unit pengawasan kepada nasabahnya. 
Penyedia jasa keuangan wajib menetapkan kebijakan dan prosedur 
tertulis tentang penerimaan Nasabah, identifikasi dan verifikasi Nasabah, 
pemantauan terhadap rekening dan transaksi Nasabah dan manajemen 
risiko yang berkaitan dengan penerapan Prinsip Mengenal Nasabah, yang 
dituangkan dalam Pedoman Pelaksanaan Penerapan Prinsip Mengenal 
Nasabah. Penyedia jasa keuangan juga wajib melakukan verifikasi yang lebih 
ketat terhadap calon nasabah yang dianggap dan/atau diklasifikasikan 
mempunyai risiko tinggi terhadap praktik pencucian uang. Tingkat risiko 
tersebut dapat dilihat dari: 
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(1) Latar belakang atau profil nasabah yang secara politik menjadi 
perhatian masyarakat (politically exposed person); 
(2) Bidang usaha yang potensial digunakan sebagai saran pencucian 
uang (high risk business); 
(3) Asal negara nasabah yang potensial digunakan sebagai sarana 
pencucian uang (high risk countries). 
Penyedia jasa keuangan juga wajib memiliki sistem informasi yang 
dapat mengidentifikasi, menganalisa, memantau, dan menyediakan laporan 
secara efektif mengenai karakteristik transaksi yang dilakukan oleh nasabah. 
Sistem informasi tersebut harus dapat memungkinkan penyedia jasa 
keuangan di bidang pasar modal untuk menelusuri setiap transaksi, apabila 
diperlukan, termasuk untuk penelusuran atas identitas nasabah, bentuk 
transaksi, tanggal transaksi, jumlah dan denominasi transaksi, serta sumber 
dana yang digunakan untuk transaksi. 
Berikut gambaran secara singkat hubungan fungsional antar 
pemangku kepentingan dalam rezim anti pencucian uang di Indonesia: 
(1) Masyarakat 
Masyarakat yang dimaksudkan adalah masyarakat pengguna jasa 
keuangan atau yang berkaitan dengan keuangan, seperti nasabah 
bank, asuransi, perusahaan sekuritas, dana pensiun dan lainnya 
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termasuk peserta lelang, pelanggan pedagang emas, properti, dan 
sebagainya. Peran masyarakat ini adalah memberikan data dan 
informasi kepada Pihak Pelapor ketika melakukan hubungan usaha 
dengan Pihak Pelapor, sekurang-kurangnya meliputi identitas diri, 
sumber dana dan tujuan transaksi dengan mengisi formulir yang 
disediakan oleh Pihak Pelapor dan melampirkan dokumen 
pendukungnya. Hal ini selaras dengan slogan “Kalau Bersih Kenapa 
Risih”. Di samping itu, masyarakat juga dapat berperan aktif dalam 
memberikan informasi kepada aparat penegak hukum yang 
berwenang atau PPATK apabila mengetahui adanya perbuatan yang 
berindikasi pencucian uang 
(2) Pihak Pelapor dan Direktorat Jendral Bea dan Cukai 
Pihak Pelapor adalah pihak yang wajib menyampaikan laporan kepada 
PPATK, yaitu penyedia jasa keuangan dan penyedia barang dan/atau 
jasa lain. 
(3) Direktorat Jendral Bea dan Cukai 
Direktorat Jenderal Bea dan Cukai berkewajiban membuat laporan 
mengenai pembawaan uang tunai dan atau instrumen pembayaran 
lain untuk selanjutnya disampaikan kepada PPATK. Laporan yang 
disusun tersebut bersumber dari hasil pengawasan atas 
pemberitahuan setiap orang yang membawa Uang Tunai dan 
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instrumen pembayaran lainnya yang keluar atau masuk wilayah 
pabean RI senilai Rp 100 juta atau lebih. 
(4) Lembaga Pengawas dan Pengatur 
Lembaga Pengawas dan Pengatur adalah lembaga yang memiliki 
kewenangan pengawasan, pengaturan, dan/atau pengenaan sanksi 
terhadap Pihak Pelapor Lembaga Pengawas dan Pengatur terhadap 
Pihak Pelapor dilaksanakan oleh PPATK apabila terhadap Pihak 
Pelapor yang bersangkutan belum terdapat Lembaga Pengawas dan 
Pengaturnya. Pihak-pihak yang menjadi Lembaga Pengawas dan 
Pengatur terhadap Penyedia Jasa Keuangan antara lain Bank 
Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan, Kementerian Komunikasi dan 
Informatika (KEMKOMINFO), Badan Pengawas Perdagangaan 
Berjangka Komoditi (BAPPEBTI), Kementerian Koperasi dan UKM 
(Usaha Kecil dan Menengah). 
(5) Lembaga Penegak Hukum 
Kewenangan untuk melakukan penyidikan TPPU, yaitu Kepolisian 
Negara Republik Indonesia, Kejaksaan, Komisi Pemberantasan 
Korupsi (KPK), Badan Narkotika Nasional (BNN), serta Direktorat 
Jenderal Pajak dan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kementerian 
Keuangan Republik Indonesia. Penyidik tindak pidana asal dapat 
melakukan penyidikan tindak pidana pencucian uang apabila 
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menemukan bukti permulaan yang cukup terjadinya tindak pidana 
pencucian uang saat melakukan penyidikan tindak pidana asal sesuai 
kewenangannya. 
 
 
 
 
 
. 
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BAB V 
KESIMPULAN DAN SARAN 
Kesimpulan 
Adapun kesimpulan yang dapat ditarik dari hasil penelitian dan 
pembahasan adalah: 
1. Beberapa poin yg perlu digaris bawahi mengenai modus tindak 
pidana pencucian uang dalam pasar modal adalah; pertama, 
perdagangan di pasar saham/modal bersifat internasional, hal ini 
mendasari seseorang bisa membeli saham di mana pun; kedua 
instrument yang diperdagangkan dalam pasar modal antara lain 
seperti saham, reksa dana, yang sifatnya liquid (mudah 
diuangkan,dicairkan, dibeli atau mudah dijual); ketiga, kompetisi 
pelaku dalam pasar modal itu sangat kompetitif, maksudnya pelaku 
industri dalam pasar modal seperti bursa efek, majemen infestasi 
(broker), dan infestor yang punya banyak uang, sehingga 
keuntungan lebih diutamakan ketimbang asal-usul dana investor; 
keempat,  dalam pembelian produk-produk dalam pasar modal 
antara lain seperti saham, itu biasanya menggunakan nama orang 
lain, memakai nama orang lain, atau menyuruh orang lain 
62 
 
menggunakan namanya tanpa mesti bertanya-tanya asal usul 
uangnya. 
2. Upaya pencegahan yang dilakukan sejauh ini adalah PPATK 
meminta kepada penyedia jasa keuangan agar mereka membuat 
aturan tertulis mengenai mengenali nasabah, dan melakukan/ 
membuat prosedur atau pedoman, dan melaporkan ke PPATK 
ketika ada transaksi keuangan mencurigakan, serta PPATK 
meminta kepada penyedia jasa keuangan agar membuat unit 
pengawasan kepada nasabahnya. 
Saran 
Adapun saran dari penulis terkait permasalahan tindak pidana 
pencucian uang di dalam pasar modal adalah: 
1. Perlu dilakukan penguatan dalam regulasi normatif mengenai tindak 
pidana pencucian uang dan mekanisme investasi dalam pasar modal. 
Hal ini selanjutnya akan menjadi acuan bagi para pelaku dalam bidang 
pasar modal. 
2. Perlu dilakukan kerja sama yang kooperatif terhadap setiap lembaga 
dalam lingkup penegakan hukum di bidang tindak pidana pencucian 
uang dan pasar modal. Kurangnya pemahaman mekanisme pasar 
modal dari berbagai pihak menyebabkan tindak pidana pencucian 
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uang menjadi sangat rentan dilakukan, khususnya di dalam pasar 
modal. 
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